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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penenelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi

politik pemilih di wilayah  Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 10 Tahun 2018

telah dilaksanakan sesuai dengan amanat dari peraturan daerah tersebut yaitu

melalui pemanfaatan jejaring sosial, rumah pintar pemilu, dan relawan

demokrasi.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas dan

fungsi di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone  berdasarkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 10 Tahun 2018 Nomor 10

Tahun 2018 memiliki faktor pendukung yaitu sumber daya manusia,

komunikasi, dan kandidat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu aktivitas

masyarakat, cuaca, dan infrastruktur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai

pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan

partisipasi politik. Maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum harus lebih memperketat pengawasan terhadap

relawan demokrasi yang telah diberikan amanah untuk melakukan

sosialisasi ke seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe

Kabupaten Bone agar sosialisasi yang dilakukan dapat menyeluruh di

seluruh tempat yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.

2. Untuk seluruh masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone kita

harus memiliki kesadaran secara penuh untuk selalu ikut mensukseskan

pemilu.
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